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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Peran 

   Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai 

arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan 

aspek dinamis kedudukam (status), apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
1
  

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain 

dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam 

sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil 

dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai 

seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu 

mengharapkan berperilaku secara tertentu.
2
 

Teori peranan (role theory) mengemukakan bahwa peranan adalah 

sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. 

Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi 

apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai 

                                                           
1
 Soerjono Suekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 123. 

2
 Sarwono, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), 98. 
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dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan 

tersebut.  

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari 

pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas 

atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. 

1. Peranan memliki aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan 

merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan 

tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Adapun beberapa 

dimensi peran sebagai berikut: 

1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa 

peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk 

dilaksanakan. 
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2) Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran 

merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 

3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen 

atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran 

bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga 

pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna 

mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibility pengertian 

responsive adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang 

senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, 

peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu 

memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara 

prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan 

responsibility adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja 

yang tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab 

atas semua keputusan dalam pekerjaan.
3
  

4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai 

suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha 

pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang 

melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat 

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa 

ketidakpercayaan dan kerancuan. 

                                                           
3
 Horoepoetri Arimbi dan Santoso,  Peranan Pembangunan ( Jakarta: PT Binakarsa, 2012), 56. 
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B. Pengertian Pelatihan Keterampilan 

   Pelatihan adalah upaya pembelajaran, yang diselenggarakan oleh 

organisasi (instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, 

dan lain sebagainya) untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan 

organisasi. Mustofa Kamil memberikan definisi pelatihan adalah “salah 

satu jenis proses pembelajaran untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan diluar sistem pengembangan sumber daya manusia, yang 

berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan taktik daripada teori”. 

   Menurut bahasa keterampilan berasal dari kata terampil yang 

berarti cakap dalam menyelesaikan tugas.
4
 Menurut W. Gulo keterampilan 

tidak mungkin berkembang kalau tidak didukung oleh sikap, kemauan dan 

pengetahuan. Manusia merupakan pribadi yang unik, dimana aspek 

rohaniah, mental intelektual dan fisik merupakan satu kesatuan yang utuh.
5
  

   Keterampilan adalah pelajaran yang berisi kemampuan konseptual, 

apresiatif dan kreatif produktif dalam menghasilkan benda produk 

kerajinan atau produk teknologi yang memberikan penekanan pada 

penciptaan benda-benda fungsional dari karya kerajinan, karya tekonologi 

sederhana, yang bertumpu pada keterampilan tangan. 

1. Jenis-jenis keterampilan  

Mengenai keterampilan menurut Sudirman A.M ada dua jenis 

keterampilan, umumnya meliputi: 

                                                           
4
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet Ke 1, 935. 
5
 W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Grafindo), 2002), 51. 
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a. Keterampilan Jasmani, yaitu keterampilan yang dapat dilihat dan 

diamati, sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak 

atau penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. 

b. Keterampilan Rohani, yaitu keterampilan yang menyangkut 

persoalan-persoalan penghayatan, keterampilan berfikir serta 

kreatifitas untuk menyelesaikan dan merumuskan masalah atau 

konsep. 

2. Pengertian Kerajinan Bros 

Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau 

kegiatan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan 

(kerajinan tangan). Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari 

berbagai bahan, dari kerajinan ini dapat menghasilkan hiasan atau 

benda hias maupun barang pakai. Kerajinan tangan bisa terbuat dari 

barang-barang bekas, seperti botol bekas, perca kain, kardus bekas, 

kaleng bekas, kertas bekas, plastik dan lain-lain. 

Menurut Mia Yusmita Gofar bros merupakan jenis aksesoris 

yang dapat berfungsi sebagai penahan, pengikat posisi syal atau 

selendang, atau sekedar penghias busana. Pengertian bros menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perhiasan yang terbuat dari 

emas, perak, bermata intan, mutiara, berlian dan lain sebagainya yang 

disematkan pada pakaian (biasanya dada), sedangkan Pylis Tortora 

dalam bukunya Encyclopedia of fashion accesories, “Brooch or pin 

ornamental jewelry made a pin fasterner on the back that may have a 
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safety catch. Made in all marerials-e.g.gold, silver, plated metals-

brooches are frequently set with gems or imitation stones”, yang 

berarti “bros atau pin perhiasan yang dibuat dengan pin panahan 

dibagian belakang yang mempunyai jepitan pengaman. Dibuat dengan 

semua tipe bahan seperti emas, perak, lempengan baja, bros sering kali 

dipadukan dengan permata atau bau-batuan imitasi.
6
 

C. Pemberdayaan Ekonomi 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. 

Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada hasil yang ingin dicapai 

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
7
  

                                                           
6
 Alhempi, Raden Rudi dan Wismar Harianto, “Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap  

Pengembangan Usaha Kecil pada Program Kemitraan Bina Lingkungan” Jurnal Media Riset 

Bisnis dan Manajemen, Volume  13,  Nomor  1,  April 2013. 90. 
7
 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian strategis Pembangunan 

kesejahteraan sosil dan pekerjaan sosial  (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Cet Ke  1, 59. 
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Menurut suharto pemberdayaan merujuk pada kemampuan 

orang, kelompok atau masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga 

mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam
8
:  

a. Memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka mendapatkan 

kebebasan (fredom). Kebebasan disini diartikan bukan hanya bebas 

mengemukakakan.  

b. Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka agar 

dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa 

yang mereka perlukan. 

c. Berpastisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. 

Pemberdayaan ekonomi itu adalah upaya untuk mencapai 

tujuan, pemberdayaan ekonomi juga sebuah upaya yang memberi dan 

mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi dalam 

meningkatkan perekonomian melalui sebuah progam pemerintah. 

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat 

merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh 

penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa. Meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di 

masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola 

rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

                                                           
8
 I Nawawi, Pembangunan dan Problema Masyarakat  (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 

96. 
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melalui tiga kegiatan utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat 

kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan. Produksi, distribusi, dan konsumsi, merupakan 

rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering 

disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan 

secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang 

sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah 

yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus dinikmati 

(konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus yang 

menghasilkan.
9
 Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat 

adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan 

secara swadaya mengelola sumber daya apapun yang dapat 

dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 

dan keluarganya. 

2. Pendekatan dan Upaya-upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dianggap perlu 

agar pemberdayaan itu sendiri menjadi tepat sasaran. Pelaksanaan 

proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan 

pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5p, yaitu: 

                                                           
9
 Gunawan Sumodinongrat, Membangun Perekonomian Rakyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 24. 
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a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari  sekar-

sekar kultural dan struktural yang menghambat. 

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh 

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan masyarakat 

yang menunjang kemandirian mereka. 

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-

kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi 

tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, mencegah terjadinya 

eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong 

masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang 

semakin lemah dan terpinggirkan 

e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 
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dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin 

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang 

memperoleh kesempatan berusaha. 

Menurut Isbandi Rukminto Adi, upaya untuk memberdayakan 

masyarakat dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 

1) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berwiraswasta, 

bergelut dalam aspek ekonomi, bertindak dengan merancang 

munculnya diskusi tentang apa yang menjadi masalah dalam 

masyarakat. 

2) Memberikan informasi tentang pengalaman kelompok lain yang 

telah sukses dan sejahtera. 

3) Membantu masyarakat untuk membuat analisis situasi usaha yang 

prospektif secara sistematik tentang hakekat dan penyebab dari 

masalah berbisnis. 

4) Menghubungkan masyarakat dengan sumber yang dapat 

dimanfaatkan. 

3. Indikator Pemberdayaan 

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 

operasional maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang 

dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika 

sebuah progam pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat 

dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan 

(misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, 
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Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, 

yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks 

pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 

dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, 

kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan 

kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat 

dimensi kekuasaan, yaitu: „kekuasaan di dalam‟ (power whitin), 

„kekuasaan untuk‟ (power to), „kekuasaan atas‟ (power over), dsn 

„kekuasaan dengan‟ (power with). Berikut ini adalah delapan indikator 

pemberdayaan: 

a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar 

rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas, 

fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat 

mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk 

membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, 

minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak 

rambut), sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap 

mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat 

keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia 

dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan 

uangnya sendiri. 



27 

 

c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk 

membeli  barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari 

pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Setiap halnya 

indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat 

membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; 

terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan 

menggunakan uangnya sendiri. 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: 

mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama 

suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya 

mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, 

memperoleh kredit usaha.  

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya 

mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, 

istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan 

dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau 

melarang bekerja di luar rumah. 

f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang 

pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD 

setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat 

nikah dan hukum-hukum waris. 

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang 

dianggap „berdaya‟ jika pernah terlibat dalam kampanye atau 
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bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami 

yang memukul istri-istri yang mengabaikan suami dan 

keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; 

atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. 

h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki 

rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap 

memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara 

sendiri atau terpisah dari pasangannya.
10
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 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ,Kajian Strategis Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial (Bandung: PT Refika Aditama,2017), 63-66. 


